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PUTUSAN
Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd.

&\t ¢
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Keledang,

Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai

Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh

Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Sungai Keledang,

Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat serta saksi-saksi di

depan persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Agustus

2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan

register Nomor 1280/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 25 Agustus 2014,

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Senin tanggal 02 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil
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Awal 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan  Samarinda Seberang, Kota Samarinda,
sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
448/08/V1/2008 tanggal 03 Juni 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah sewaan di , Kota Balikpapan selama 2 tahun dan terakhir
di rumah sewaan di , Kota Samarinda selama 3 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai
1 orang anak bernama Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 25 Juni 2011
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011 mulai tidak rukun, antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, uang
yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga selalu kurang
hanya Rp. 1.500.000/perbulan dan orangtua Penggat juga ikut membantu
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun
Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan
antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2014, dan sejak itu pula
Tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Samarinda Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :
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- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatunkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

-  Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap
persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak
Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi
tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi
juga telah ditempuh melalui Mediator H. Ali Akbar, S.H.,, M.H. (Hakim
Pengadilan Agama Samarinda), akan tetapi tetap tidak berhasil; ---------------------

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di depan
persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 22 September 2014 yang

pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran
disebabkan masalah nafkah sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke
Samarinda setelah kurang lebih dua tahun di Balikpapan, Karena Tergugat
juga dibebani pembayaran cicilan pembelian tanah sehingga nafkah yang
Tergugat berikan kepada Penggugat tidak cukup untuk memenunhi
kebutuhan sehari-hari;

2. Tergugat sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan
Penggugat, akan tetapi tidak keberatan akan gugatan cerai tersebut karena

Tergugat menyadari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat
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sulit dirukunkan kembali, dan Tergugat menyerahkan keputusannya kepada

Majelis Hakim;

Dalam rekonvensi :

Tergugat mengajukan gugatan balik tentang hak asuh anak, karena selama
ini Penggugat selalu menghalang-halangi dan mempersulit Tergugat jika ingin
bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat, maka dari itu Tergugat
menuntut hak asuh agar bisa jatuh kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat
memberikan replik yang pada pokoknya menerangkan tetap pada gugatannya
semula, dan menolak serta keberatan atas gugatan rekonvensi Tergugat
tersebut, karena tidak benar jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat
bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi Penggugat
membenarkan jika Penggugat tidak begitu saja mengijinkan Tergugat bertemu,
karena Tergugat pernah membawa anak tersebut ke Balikpapan tanpa
sepengtahuan dan tanpa seijin Penggugat, sehingga Penggugat harus

menjemput anak tersebut malam hari dan sejak itu Penggugat membatasi

pertemuan Tergugat dengan anak tersebut;

Bahwa Tergugat juga mengajukan duplik yang pada pokoknya
sebagaimana tersebut dalam jawaban dan rekonvensinya semula dengan
keterangan tambahan mengenai kejadian dimana Tergugat membawa anak
Penggugat dengan Tergugat ke Balikpapan tanpa sepengetahuan dan tanpa
seijin Penggugat, karena sehari sebelumnya Tergugat telah menelpon dan
mengirimkan SMS kepada Penggugat, bahwa Tergugat ingin bertemu dengan
anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak pernah menjawab telpon dan SMS

Tergugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis, berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat Nomor : 448/08/\VI/2008 tanggal 03 Juni 2008 yang
dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bermeterai cukup

dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.);
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Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Penggugat, masing-

masing sebagai berikut :

Saksi | : Saksi ke -I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat
kediaman di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang,
Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak

kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,

yang menikah pada tanggal 02 Juni 2008, saat itu saksi ikut menghadiri

pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal
di Balikpapan kurang lebih dua tahun kemudian pindah kesamarinda tinggal

di rumah kontrakan sampai berpisah, keduanya telah dikaruniai satu orang

anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perelisihan Penggugat
dengan Tergugat secara langsung akan tetapi saksi tahu sejak semula
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis,
sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan
nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi
kebutuhan rumahtangganya Penggugat terpaksa bekerja sebagai tukang
cuci dan setrika pakaian orang lain, tetapi dilarang oleh Tergugat, saksi
pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat dengan membuat surat
perjanjian anatara penggugat dengan Tergugat, tetapi perjanjian tersebut

kemudian dilanggar oleh Tergugat sendiri;

- Bahwa saksi tahun akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada
bulan Maret 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke
rumah orang tua Tergugat, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah
tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut; ----

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut anak

Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Penggugat tidak
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pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anak tersebut, bahkan
pernah ketika Tergugat tidak punya uang membeli “popok” anak tersebut
saksi membantu tergugat memberi uang, lalu dengan alasan mengajak anak
membeli popok Tergugat malah membawa anak tersebut ke Balikpapan
tanpa seijin Penggugat dan sepengetahuan Penggugatsehingga saksi
bersama Penggugat langsung pergi ke Balikpapan malam itu juga

menjemput anak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat sudah berulangkali dilakukan, baik oleh keluarga Penggugat
maupun oleh keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; -------

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena
Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat; --------------------

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat

menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;
Saksi Il : Saksi ke -ll, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat kediaman di Kecamatan Sebulan Kabupaten Kutai Kartanegara,

dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak
kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah,

yang menikah pada tanggal 02 Juni 2008, saat itu saksi ikut menghadiri
pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal
di Balikpapan kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Samarinda, kedua

telah dikaruniai anak satu orang;

- Bahwa saksi tahu sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak pernah rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena

persoalan ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencupi untuk memenunhi

kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan

Maret 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah
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orang tua Tergugat, akibatnya sampai saat ini keduanya sudah pisah tempat
tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut; --------------
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut anak
Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat pernah
membawa lari anak tersebut ke Balikpapan tanpa seijin dan sepengetahuan
Penggugat, sehingga Penggugat dan kakak saksi ( saksi I) langsung
menyusul ke Balikpapan dan membawanya pulang ke Samarinda,
Penggugat sekeluarga tidak pernah menghalang-halangi Tergugat jika ingin

bertemu dengan anaknya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui usaha untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat sudah berulangkali dilakukan, baik oleh keluarga Penggugat
maupun oleh keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; -------

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena
Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat; --------------------

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat

menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban dan rekonvensinya, Tergugat
mencukupkan bukti dengan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang
diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat menegaskan tidak akan mengajukan

bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya semula, begitu pula
Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawaban dan rekonvensi serta

dupliknya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal
mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini
telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat melalui mediasi oleh Hakim Mediator H. Ali Akbar,
S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Samarinda), namun tetap tidak berhasil,
oleh karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada

pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah
ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk
kebutuhan rumah tangganya bersama Penggugat dan anak mereka berdua,
dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 6

bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya

suami isteri;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai

dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di
persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan

sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ? ----------------
- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta

sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan
mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran serta sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta

merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenunhi
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ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg., karena perkara ini adalah perkara
perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok
hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum
kebendaan (zaken recht) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28
Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata
didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena
dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208
BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat,
Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama
saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan
akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg. dan Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, yang isinya menerangkan bahwa
Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang sah yang telah
kawin menurut Hukum Islam, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang

saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari
Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan
sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan
dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah
seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat
diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 307,308 dan 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, dan alat-alat

bukti yang diajukan dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengkonstatir adanya
hal-hal yang tidak diperselisinkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi

dalil yang tetap, yaitu :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum
Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat

serta keterangan saksi-saksi;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah
kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih
beragama Islam yang menikah pada tanggal 02 Juni 2008, terbukti dengan
bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan
Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing)

dalam perkara ini;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dilatar belakangi masalah

ekonomi sebagaimana dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang

bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman
bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan, selama itu
sudah tidak saling menghiraukan seperti layaknya suami isteri; -----------------
Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat a quo tentang adanya
perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat
tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal
22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian
karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan
harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-

isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi
dari Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
bahkan sudah berpisah tempat tinggal, dan penyebab perselisihan dan
pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat
penghasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat setiap hari. Dan saksi-saksi juga mengetahui secara langsung

akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahnya tempat tinggal Penggugat
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dan Tergugat, baik pada peristiwa-peristiwva sebelumnya maupun pada
peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum
Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian
bukanlah “matri monial guilt“ tetapi ‘broken marriage” atau ‘az-zawnej al-
maksuroh” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak mencari

kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi

haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta
sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan
dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan
sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan
perceraian yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”, dilatarbelakangi oleh masalah ketidak mampuan Tergugat sebagai
suami melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 34
ayat (1) Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 80 ayat (4)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (inpres nomor 1 tahun 1991), Oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan

berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana
terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,
antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan berturut-turut
dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka

patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus
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menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk
bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang
menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak
lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan
akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para
pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami
isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika
ditafrig (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa
menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan
kaidah fighiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62

yang berbunyi :
CJL.AAS\ s e adie auladl ¢y
Artinya :  “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan™

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi : ---
Lefia (o 8l ol g0 ana G 2101 OS5 53l Gilsiel o Aum s 3l Ay oaldl ol Walgen i 135

Al Al Lgdlla Legiy #3lal (o (o2l Jae

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan
yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat
menceraikannya dengan talak bain’.

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat
telah terbukii dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
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penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf () Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut
dikabulkan, dan oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat); --------------------

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan perlu memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan
putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut yang secara jelas

tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan dan Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan
Samarinda seberang, dan Tergugat juga bertempat tinggal di Kecamatan
Samarinda Seberang, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan perkara
a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang kotaSamarinda; --------

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan

tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam
penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya
digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat

Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan
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yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. Nomor :
608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi

adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi
tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi; ----------
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik
tersebut bersamaan dengan jawaban pertamarya, maka dalam hal ini Majelis Hakim
bempendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana
ketentuan dalam Pasal 158 Rbg;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan

Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak hadhanah atau
pemeliharaan anak yang bernama Anak ke -l binti Johansyah, lahir di
Samarinda tanggal 25 Juni 2011 dan anak tersebut sekarang berada dalam
asuhan Tergugat Rekonvensi, yang merupakan anak Penggugat dengan
Tergugat, dan memohon kepada majelis hakim agar anak tersebut
pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena selama ini

Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi bertemu

dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,
Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak serta
keberatan atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, karena tidak benar jika
Tergugat rekonvensi menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi bertemu
dengan anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi Tergugat rekonvensi
membenarkan jika tidak begitu saja mengijinkan Penggugat Rekonvensi
bertemu, karena Penggugat Rekonvensi pernah membawa anak tersebut ke
Balikpapan tanpa sepengtahuan dan tanpa seijin Tergugat rekonvensi,
sehingga Tergugat rekonvensi harus menjemput anak tersebut malam hari dan

sejak itu Tergugat Rekonvensi membatasi pertemuan Penggugat rekonvensi

dengan anak tersebut;
Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut meskipun telah

ada pengakuan Penggugat rekonvensi dengan anak tersebut, bahwa ada
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kejadian atau fakta bahwa  Tergugat Rekonvensi membatasi pertemuan
Penggugat rekonvensi dengan anak tersebut, akan tetapi majelis hakim
berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk menghalangi-halangi apalagi
sampai memutus hubungan antara Penggugat rekonvensi (ayah) dengan anak,

melainkan hanya upaya preventif atau pencegahan dari Penggugat rekonvensi

(ibu) dengan anak tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang
diajukan Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa anak tersebut
sekarang dalam keadaan sehat wal afiat dan baik-baik saja berada dalam
asuhan Tergugat Rekonvensi dan semua keluarga menyayanginya, dan
menerangkan pula semua keluarga pihak Tergugat Rekonvensi termasuk
pernyataan Tergugat Rekonvensi sendiri tidak akan menghalang-halangi
Penggugat rekonvensi bertemu dengan anak tersebut, tetapi pernah terjadi
Tergugat rekonvensi tidak begitu saja mengijinkan Penggugat Rekonvensi
bertemu, karena Penggugat Rekonvensi pernah membawa anak tersebut ke
Balikpapan tanpa sepengtahuan dan tanpa seijin Tergugat rekonvensi,
sehingga Tergugat rekonvensi harus menjemput anak tersebut malam hari dan
sejak itu Tergugat Rekonvensi membatasi pertemuan Penggugat rekonvensi
dengan anak tersebut, karena kejadian itu sendiri diakui oleh Penggugat
rekonvensi, dan pengakuan dimuka sidang merupakan alat bukti sempurna dan
mengikat berdasarka pasal 311 dan 313 Rbg, maka majelis hakim berpendapat
alasan atau dalil yang diajukan Penggugat rekonvensi dapat dibantahkan
dengan fakta yang dikemukan oleh Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan dua
orang saksi tersebut yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna
berdasarkan pasal 307,308 dan 309 Rbg. Dengan demikian majelis hakim
menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, mengingat anak tersebut
masih berumur dibawah 12 tahun (25 Juni 2011) atau belum mumayyiz, hal ini
berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
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¢. Biayapemeliharaan ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim juga merasa perlu
mengemukan hujah syar’iyyah Pemeliharaan anak / Hadlanah, yang diambil alih
sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

= Kitab Bajuri juz Il halaman 195 :

aiiliany Gal o8 Al Leieals aing ) dall G5 13
Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari
perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

= Kitab "anatut thalibin juz IV halaman 101 :

zoob Al ol Sl VB ¥ gedn 5 A sdilaally IV
Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur
mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

= Kitab "anatut thalibin juz IV halaman 102 :

La@;aa)\:\;\unmulsc\sﬂ‘ua a\yiéﬂ\ u! )M\}
Dan kalau sudah mumayyiz dimana ayah ibunya telah bercerai, maka hadlanah
anak itu berada pada ayahnya atau ibunya yang dipilih diantara keduanya.

= Kitab ’anatut thalibin juz IV halaman 99 :
Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknyalah yang wajib
menafakahinya.

= Kitab Kifayatul Akhyar juz Il halaman 94 :

el aly 8 ALY 5 LY g Adal) 5 cpall 5 Ay yall g Jind) s Ailimal) il i

Lgtinan Calaias oY) 3 dmsal) (ol Lt Ja it Jin) (b 55 (e sl

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga

kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum

menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-
syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

= Kitab Kifayatul Akhyar juz Il halaman 93:
ele g4t ik IS 138 i) o dl] S gan yly <alliy 5] pal 45T 2 ] S pusy

il a o dll Qg Led JU | e de 3 o A0y il ol oy el dd 5 ymas slas 4l il
Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya
Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air
susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya,
sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku
dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak
terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.
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= Kitab Bajuri juz Il halaman 198 :
(ALl o L5 L dea Vs dag Y Lee ol Adall) ALY 5 dinl
(33l S 5 A8l (e 5) A8lil il S
Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah
yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah
lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian
kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

= Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz Il halaman 352 :
GOV e o) g aileads Qi e () 5 Lgilgald of Biia a5 Laaind 13) Lo
sl e
Dalam hal pemegang hak hadlanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu

dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat
menyamping.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan

tersebut pada bagian lain dalam putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENS] : --s-c-mecmmeoemeommem e e cmm e mece

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah “cerai gugat’” termasuk
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat

Rekonvensi;
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Samarinda Seberang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 September 2014
Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Drs. Tamimudari,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Fathurrachman, M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Muhammad Rizal, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat dan

Tergugat;
Ketua Majelis,
Drs. Tamimudari, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Drs. Fathurrachman, M.H. Drs. Muh. Rifa'i, M.H.
Panitera Pengganti,
Muhammad Rizal, S.H.
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Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Proses Rp. 50.000,-

- Panggilan Rp. 150.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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